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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 

NOMOR   14   TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 

2020 TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA  

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN  
POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  

KEDUA DAN SETERUSNYA PADA TAHUN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 
 

Menimbang:  a.  bahwa dengan mewabahnya Corona Virus Disease 19 
di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak 
terhadap kemampuan masyarakat Wajib Pajak 

termasuk dalam membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Kedua dan Seterusnya sehingga masyarakat 

diberikan kesempatan kembali berupa dispensasi 
penghapusan tunggakan pajak dan pembebasan 

sanksi administrasi pada pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Pengurangan Pokok Tunggakan 

Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa 
Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengurangan 
Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua 

Dan Seterusnya Pada Tahun 2020 akan berakhir 
tanggal 31 Mei 2020, dan pemulihan kondisi 
perekonomian masyarakat masih membutuhkan 

waktu yang cukup sehingga perlu penambahan 
perpanjangan waktu pengurangan dan penghapusan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, 

Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan 

Seterusnya pada Tahun 2020; 

 

 

Mengingat . . . 

SALINAN 
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Mengingat  : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang 

Nomor 47 Prp. Tahun 1960  tentang  Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah 

Tingkat  I  Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  1964 Nomor 07) 
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2011 Nomor 21); 

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Sulawesi 
Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2012 Nomor 198); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, 
PENGHAPUSAN  SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGURANGAN  
POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
KEDUA DAN SETERUSNYA PADA TAHUN 2020. 

 
 

 
 
 

Pasal I . . . 
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 Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor Kedua dan Seterusnya Pada Tahun 2020 (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 719), diubah sebagai 
berikut : 

 

 
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 4 

 
(1)  Pemberian pengurangan pokok tunggakan pajak untuk 

kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran 

ulang dan pelunasan masa laku pajak setelah melampaui 

waktu 5 (Lima) tahun atau lebih, diberikan pengurangan 

pokok pajak sebesar 100% (seratus perseratus) dan 

diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% 

(seratus perseratus) sejak terhutangnya pajak. 

(2)  Pemberian pengurangan pokok tunggakan pajak untuk 

kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran 

ulang dan pelunasan masa laku pajak sampai dengan Tahun 

2018, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50% (lima 

puluh perseratus) dan diberikan penghapusan sanksi 

administrasi sebesar 100% (seratus perseratus). 

(3)  Untuk kendaraan bermotor masa berlaku tahun 2019 ke 

atas dan/atau belum melakukan pendaftaran ulang sampai 

dengan tahun berjalan diberikan penghapusan sanksi 

administrasi sebesar 100% (seratus perseratus) dan tidak 

diberikan penghapusan pokok pajak. 

(4)  Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. 

 
 

 
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 
Pasal 9 
 

Pemberian pengurangan pokok tunggakan, penghapusan dan 

pengurangan sanksi administrasi berupa denda PKB dan 

pengurangan pokok BBN-KB kedua dan seterusnya berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak 

tanggal 1 Juni 2020. 

 
 

 

Pasal II . . . 
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Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

 

 
                                              Ditetapkan di Palu  
                                               pada tanggal 20 Mei 2020                    

 
                                                           GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 
 

                                                                                     ttd 
 

                                                                LONGKI DJANGGOLA 
 
 

 
Diundangkan di Palu 

pada tanggal 20 Mei 2020 

      SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI SULAWESI TENGAH, 

 

                     ttd 

 

       MOHAMAD HIDAYAT  

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 729 

 

 

 
 


